LEMBARAN ' ‘ ' DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT It CIANJUR
NOMOR :12 TAHUN @ 1988 SERIE :D2
" PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
NOMOR : 20 TAHUN 1987
Tentang
TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
i .
DENGaN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ®isPALA DAZRAH TINGKAT II CIANJUR
pa
MENIMBANG : a. bshwe Lambang Daerah yang dipergunakan oleh Kabupaten Dseraeh
Tingkat IX Cianjur telah ditetapken dasar hukumonya berdassar
kan Peraturasn Daerah Kabupateun Daerash Tingkat II Cianjur No
mor 19 Tahun 1987 ;
b. bshwe untuk terciptanys rasa memlliki dari seluruh wargs mas
| yerakat terhadap Lambang Daerah tersebut pada butir a di-
i atas, dipendang perlu segera ditetapkan Peraturan Dgersah
l Kabupaten Daerah Tingkast II Cianjur tentang Tats Cara Penggu
} nasn Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cisojur.:
%
! MENGINGA! : 1. Undavng-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin
; tahan di Daerah ;
| 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daersh
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barst ;
3+ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acars Pidans;
4. Wapen Ordonantie Staatsblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang
Daerah ;
5. Peraturan Pemerinteh Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksansaan
Kiteb Undeng-undang Hukum Acara Pidena ;
6. Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentaung -
' Bentuk Peratursn Dsersh ;
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7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M=05-PW.07.,03 Tahun 1
tentang Petunjuk Pelsksanasn Pengusulan Pengangkatan dan
Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Menteri Kehaekiman Nomor M-04-PW,07,03 Tahun 19tne*
tentang Wewenang Penyldik Pegawsi Negeri Sipil,

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN e
DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M EM U T U S K A N:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAELRAH TINGKAT
II CIANJUR,

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersah ini yang dinamakan dengan :

a., Pemerintah Daerah asdaleh Pemerintah Kabupaten Dgerash Ting -
kat II Cisnjur.

b. Kepala Dserah adalah Bupati Kepsla Daerah Tingksast II Cian -
jur.

c. DPRD adsleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cisanjur.

d. Lembang Daerah sdalah Lambang Daerah Kabupaten Daerash Ting-
Kat II Cienjur.

B A B II
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
Pasal 2

(1) Lambang Daerah harus digunakan :

Qe

b.

Pada Gedung-gedung ysng dipergunskan untuk Kantor oleh Pemerintah
Daerah ;

Pada Gedung-gedung yang dipergunakan Kantor oleh Dinas/Instansi/Ba -
dan/Lembaga dalam Lingkungen Pemerintah Daerah ;

?

Pada tempat kedisman Kepala Daersh dan Pimpinan DPRD ; _
Di dalam ruang kerja Kepasla Daersh, Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas /
Instansi/Badan/Lembaga delam Lingkungan Pemerintah Daersh ;

»

Pada Kendarsan Dinas dari Pejabat-pejsbat yang termasuk dalam sub d
dari pasal ini ;

Pada Tugu tanda bates Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa,

(2) Lambang eee




12

L

i ‘o

7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07,03 Tahun 1
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan
Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Menteri Kehskiman Nomor M-C4-PW,07.,03 Tghun 19t ne
tentang Wewenang Penyidik Pegawsi Negeri Sipil,

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN e
DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M EM U T U S K A N:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT CIANJUR,

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dinamskan dengsn :

‘a. Pemerintah Daerah adalsh Pemerintash Kabupaten Daerah Ting -
kat II Cianjur.

b. Kepala Dserah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cian -~
Jur,.

c. DPRD sdaleh Dewan Perwekilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cisvnjur.

d, Lambang Daserah adalsh Lambang Dserah Kabupaten Daersh Ting-
Kat II Cianjur,

B A B II
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
Pasal 2

(1) Lambang Daerah harus digunsken :

-1

€.

f.

fada Gedung-gedung yang dipergunskan untuk Kantor oleh Pemerintah
Dgerah ;

Pada Gedung-gedung yeng dipergunskan Kantor oleh Dinas/Instansi/Ba -
dan/Lembaga delam Lingkungsn Pemerintah Daerah ;.

Pada tempat kediesmaun Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ;

Di dalam rusng kerja Kepsla Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepsala Dinas /
Instansi/Badan/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daersh ;

’

Pada Kendsraan Dinas dari Pejabat-pejasbat yang termasuk dalam sub d
dari pasal ini ;

Fada Tugu tenda batss Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa,

(2) Lambang eee
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(2) Lambang Daerah herus puls dipergunsksn dalam bentuk Kepala Surat pada :
a. Lambaragn Daerah 3

be Pisgam Penghargsan, ngzah yang dikeluraksn oleh atau atas nsma Peme
rintain Daeran ;

¢. Buku~-buku, Majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Peme
rintah Daersh ;

d. Surat-surst ysng dikeluarkaun oleh Pemerintah Daerah,

B A B III
BENTUK, WARNA DAN UKURAN
Pasal 3

(1) Bentuk dan warna Lambang Daerah harus sesusi dengan bentuk/warna yang

telah ditetapkan dslam Peraturen Daerah Nomor 19 Tahun 1987 tentanglam
bang Daergh ;

(2) Ukuran Lsmbang Daerah harus disesuaiken dengan besar kecilnys gedung -
gedung, rusngsn-ruangan, keudarsan-kendarsaun dengan memperhatikan per-
imbangan ukuran sebsgaimzna dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 1987 tentang Lambang Dsersh ;

(3) Warna Lambang Daeranh termaksud delam BAB II Pasal 2 ayst (2) dapst sa-
tu warna,

Passal 4

Apabila pada tempat-tempst atau beunda-bende dimsksud dalam Pasal 2 menurut
perature:: perundsng-undangan yang berlaku hesrus memakal Lambaung Negera, msg

ke besar ukuran Lambang Dsersh tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negera
tersebut.

Pasal 5

(1) Lambang Daerah dalam bentuk Badge depat dipskai secara perorangsn oleh

Pejavat dan Pegaswei/Karyewan di Lingkungan Pemerinteh Daerah ;

(2) Lambsng Daerah dalam bentuk lencsna berwarna Kunlng Mas dipakai secsra
perorangan oleh Anggote DPRD,

Passal 6

Lambang Daerah dalam bentuk dan werne lain dapat dipergunakan ditempat di
mana diadekan peristiwa-peristiwa resmi dalam lingkungan Pemerintah Daerah,

peda Gapure dan bangunan lein,

Pasal 7

(1) Lambang Daersh dalam bentuk Panji dspst digunakan :

8. 0leh eee




(2)

(1)
(2)
(3)

4

a. Oileh rombongsu kesenisn, kebudayesan, keolshragsan dan sebsgainyas,
jika mewakili dan atsu sedikit banyak ads hubungannya dengsn Peme -
rintah Deaerah ;

b, Dalam upacars-upacara resmi Pemerintesh Daerah.

Bils Lambang Daerah dilukiskan dalém bnetuk Panji, maka ukuran den Lam
bang Daerahnya hsrus memperhatikan perimbangan ukursn sebagaimana dimak
sud dalem Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Lambang Dgeran,

B A B IV
LARANGA AN
Pasal 8

Dilarang menggunskan Lambang Daerah yang bertentangan dengsh Peraturan

Dgergh ini dan atau Keputusen Kepsla Daerah ;

Pada Lsmbang Daerah dilarang dan tidak dibensrksn mensruh huruf, kali-

mat, angka, gambsr dan stau tenda-tands lain ;

Dilarang menggunakan Lembang Daerah sebagai Csp Dagang, reklame perda

gangan atau propaganda politik dengan csras apapun juga serta pengguna—
annya sebagail Lambang Daerah,

Pasal 9

& Lambang untuk perorsngan, perkumpulen, orgenisasi dan atau perusshasn Swas

ta,

(1)

(2)

“tidak boleh sama stau menyerupai Lambang Daerah.

B A B v
KETENTUAN PIDANA
Passal 10

Barsng sispa melanggar ketentuan-ketentusn pasal 8 san pasal 9 Peratur
an Laersh ini disncam pidana kurungan-selsma-lsmauys 3 {tiga) bulan
atau denda sebsn;sk-banyaknya Rp 50,000,- (limapuluh ribu rupish).

Tindak Pideva dimsksud dalesm ayat (1) pasal ini adslsh pelanggaran,
B A B VI
PENYIDIKAN
Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindek Pidana, penyidik
atas tindek pidanas sebagaimana dimaksyd dalam Peraturan Daerah ini, dapat ~
juga dilakuksan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

aerah yang pengangkatannya ditetapkan sesual dengan Peraturan perundang-un
dangan yang berlaku, -

Passal 12 oo




Pasagl 12

Dalam melaksanskan tugas penyidikan, para penyidik sebsgaimavna dimaksud
dalam Pasal 11 Peraturan Dseranh ini berwenang :

a. Menerima lsporan atasu pengedusn dari seseorang tentang adanye tindak
pidana.

b. Melakukan tindskan pertama pade ssat itu ditempat kejadian dan melaku

kan pemeriksaan,.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangke dau memeriksa tanda pengensl diri
tersangla.

d. Melakukan penyitasn bends stau surat.
e. Meng:mbil sidik jeri dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperikasa sebagai tersangka
atgu saksi.

g. Mendatangkan orang ahli ysng diperlukan deslsm hubungannya dengen peme
riksaan perksra.

h. Menghentiksn penyidikan setelsh mendapat petunjuk dari penyidik umum
bshws tidsk terdapst cukup bukti astau peristiws tersebut bukan merups
kan tindak pidana dzv selasnjutnye melalul penyidik umum memberitshu -
kan hal tersebut kepads penuntut umum, tersangks atsu kelusrgenys.

i. Mengadaksn tindsken lain menurut hukum ysng dspat dipertanggungjeswab-
kan,
B A B VII
KeETENTUAN- PENUTUP
Passal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dslsm Peratursn Daersh ini sepanjsng me-

ngenal tekunis peleksansannya ekan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputus
an Kepala Daerah, -

Pasal 14

Peraturan Paerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cianjur, 8 Desember 1987
DEWAN PSRWAKILAN RAKYAYT DAILRAH : BUPATI KEPALA DALZRAH TINGKAT II
KABUPATEN DAIZRAH TK,II CIANJUR ' CIANJUR,
Ketus, '
ttd. ttd,.
Drs,HeD.le DJUNALDI ARIFIN YO&30E
N I P.130 143 245 NIP.4
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Peraturan Daersh ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
tanggal 28 Mei 1988 Nomor 001.323.2-447.

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINT

Diundangkan dalsm Lembaran Deserah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
tanggal 1 Juni 1988 Nomor 12 Tahun 1988 Seri D2,




